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SALINAN

. PRESIDEN :
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKST PRESIDEN REPﬁBLIKﬁINDONESIA
NﬂMOR, 3 TAHUN 1976

.. TENTANG
PROGRAM BANYUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR |
(TAHAP XEDUA), TAMUN 1976/1977.. -

PRESIDENQREPUBLIKIINDONESIA,

bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan ksserpatan
belaja: di Sekolah Dasar, terutama bagi znak-anak ber-
umur 7 = 12 <ghun, khususnya bagi anak-snak yang zkan

memasuki kelas I Sekolah Dasar, perlu Zalam Tahun Ang-

_-garan 19/6/1977 dllaksanakan pembangunan 16,000 (sepu-

luh Tibu) 5skolsh Dasar tahdp kedua sebagai ¥sianjutan
pembangimen Sel Xolah Dasar fahap pertama’ yang ditetap-
kan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tghve 1975 ;

- bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempat-

an belajar pada Sekolah Dasar yang mererlukan perbaikan,

" perlu dalam Tghun Anggaran 1976/1977 ‘dilaksanakan pula

perbaikan kembali . (rehablllta51) sejumlah Sekolah Dasar .
-Negeri sebagai- penyelesalan dari kesel uruhan yang dewa-

sa ini dlanggap memerlukannya ;

bahwa dalam tahun Anggaran 1976/1977 ‘dapat dlmulal pula
dengan perbalkan kembali Grehab111tas;) sebagian dari

jumlah Sekolah Dasar. Swasta dan Madrasah TIbtidaiyah

»
“enimbang : a.
::_(;
. b .
- Ce
.d.
=+

(Madrasah Tlngkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada ;

1

bahwa berhubung dengan‘hal—hal tersebut pada huruf'a,

.b dan ¢ diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan

Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan

Sekolah Dasar (Tahadp Kedua), Tahun 1976/1977.. -
. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ;

N

2.. Undang-undang e



. Undang-~undang Nomer 12 Tahun 1954 teniang Perny*»f\

taan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun Tere
dar;.nepubl R_Indon951a dahulu teatang Doco.-da-

1uru3.Ind0n651a (Lemnardn Negara Tabun 1654 Homor
38., Tambahan Lembaran Negara Nomer 550) ;

Uﬁdangﬂundang Nomor 5 Tahun 1974 -tentang Pokok~ 7
pokok. Yemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara 1a-
Run 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomuy
3037)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaraxn
‘Pendapatan dan Belanja Negara Tahun i§¥611977‘{bem*

haran Negara Tahun 1“76 Nomor 12, Tambaban Lemba
Negara Nomor 3070) ; '

’ . : T .
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahum 1951 tentang
Pelaksanaan Penyerahan Sehagian daripada Urusan
Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Penga-

jaran dan Kebudayaan- kﬁpada Propinsi LLembavan Ne~

~gara Tahun 1951 Nomor 110, Tamhahan Lembaran Negara -

Nomor 1731

~

Keputusan PreSLden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pem-

.bubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kaklnet

Pembangunan IT ;

‘ - 7. Keputusan .ecoceacoss



N

. Zépadé. P

. Untuk ;
~ PERTAMA

e

7 . Keputukén P:rem.den Nomor 11 TaIum 1974 tentang Ren- .

- fana- ?e;nibangunan Lina Taﬁnn Keéua [RF.PELITA Iﬂ

1974{1975 ~:1978/1979 ;'

8. thutusan Preslden Nomor 14 Tahuil 1976 tentang Pe«

doman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Negara Taﬁun Angearan 1976/1977 :

MENGINSl P"KSIKAN

1. Menterz_ Dalam Neg&rL ;

2. Menterl Pendldlkan dan Kehudayaan
. 3. Menteri Agama ; i :

- -

. Menteri Pekerjaan Iiwum dan Tenaga L.‘LSt‘I'lR 3o

2
3
q, Menterl Keuangan ;
g
Q

&. Menteri Negara EKonom:L, Keuangan dan Industrl/Ketua |

Badan Perencanaan Pewhangunan Nasmnal )

7 . Menteri Negara Penertihan: ‘Aparatur Negara/li’akll Ke-

tua Badan Perencanaan Pe:mbangunan Nas:Lonal

Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar

.(Tahap Kedua), TaRun 1976/ 1977 dengan menggunakan - ke- _
‘tentuan-ketentuan .dalam Lampl.ran Instruksi Presiden 1111,.

seEagal Pedoman Pelaksanaannya

KEDUA :

,.'.'_l..._.' 9. 080 0 8 *.0 0



XEDUA

" Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan dan agar dilaksanaken dengan .sé'bai']bbaikny:an

Dit>.;apkan di ,-(_.FJakm ,

Pal.tanggal 3l Maret 1976

PF ISIDEN REPUBLIK INDONESIA,
L fde ’

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Disalin séesuai asﬁnya oleh
SEKRETARIAT KABINET.,R. I




: {
LAMPIRAN .
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONES]’A

NOMOR . 3 TAHUN 1976 - ‘

. :"TANGGAL 31 Mare.t 1976 '
)

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR .
(TAHAP KEDUA), TAHUN 1976/1?77-

BAB T
- UMU M
" Pasal’ 1

) Yang dlmaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah
Dasar (Tahap Xedua),; Tahun 1976/1977 ‘dalam Instruksi Pre51den
ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tlngkat 1T atas be-
ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/
1977 untuk pembangunan gedung-gedung - Sekolah Dasar tahap kedua
sebagal kelanjutan pembangunan gedung - gedung Sekolah Dasar ta-
hap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Pre31den Nomor 6
. Tahun 1975, dan dilengkapi dengan penyedlaan guru, perabot se-
kolsh dan buku-buku pelaJaran pokdk, disamping penyediaan buku
bacaan kanak kanak untuk perpustakaan Sekolah Dasar, serta re-
hablllta51 seJumlah Sekolah Dasar Negerl sebagal penyelesaian
dari keseluruhan yang dewasa ini dlanggap memerlukannya dan
'sebaglan dari Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtl -

dalyah ‘Swasta yang ada. '

, Pasal - 2 .

(1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini. . dlberlkan dengan
tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak .
yang akan memasuki kelas T Sekolah Dasar tetapi tidak dapat :

- ditampung di Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pe-
desaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya ber-

'penghasilan rendah. -

(ZI~Bantuan ......... o



(2) Bantuan.tefseﬁut diberikan pula untuk. mengatasi kebutuhan
~Sekolah Dasar di daerah- daerah.proyek.transmlgra51 serta
daeraﬁ:daerah_perbatasan

: BAB LT
JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
S ‘ DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

(1) Dalam Tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan tahap ke-
dua untukhpembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah
Dasar sehagai kelanjutan bantuan tahap pertama dalam.Tahun
Anggaran 1975/1976

(2] Pembagian Jumlah.gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah.llng—‘

‘ kat I dan tiap Daerah Tingkat II adalah sama dengan jumlah
!

. gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam ma-
sing- ma51ng Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II herdasar-
kan Instruksi Presiden Nomor @ Tahun 1975. ’
. BAB IIT
. . - LOKASI GEDUNG SEKOLAH
h Pasal 4
Lokasi. ma51ng-ma51ng gedung Sekolah Dasar tahap kedua ada-
lah. sama dengan lokasi _gedung Sekolah_Dasar ‘tahap pertama, me-
rupakan kesatuan lingkungan dan adalah.kelanjutan dari pemba-
ngunan tahap pertama tersebut.
BAB Iy
TAHAP DAN RESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
Pasal 3 )
. Bantuan.taﬁap.Radua digsediakan untuk_pemhangunan-l (satu)
N S unit yang terdiri atas ;

4. 3(tiga) ruangan kelas yang segera dapat dlpergunakan 3
'b. Kamar kecil ;
c. perabot sekolah.



Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan pada hal-hal berikut
a. Penggunaan tenaga dan’ bahan setempat kecuali apabila tidak

b.

‘terdapat tenaga dan bahan tersebut 5
-Biaya satuan tiap daerahiuntuk_tahap kedua sebagal herikut :
B. 1 Sumatera, Jawa, Balzi, dan Kalimantan (tidak termasuk

Ibukota-ibukota Daerah_TLngkat I) : Rp 4.000.000,- (em-
pat juta ruplahJ 5 '

b.2. Thukota-iBukota Daerah.TingRaf I di Sumatera, Jawa, Ba-

11, dan Kalimantan : Rp 4.500.000,- (empat juta lima
ratus ribu rupiah) ; ”

b.3. Sulawe31, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur :

Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Tupiah) ;
b.4. Maluku : Rp 5.000.000,~ (lima juta rupiah) ;
B.5. DKI Jakarta : Rp 8.500,000,- (delapan juta 1ima ratus
‘ ribu rupiah) '

b.6. Irian Jaya : Rp 6..500.000,- (enam juta lima ratus ribu

rupiah}.

BAB v : )
JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN. PERINCIANNYA - -

Pasal 7
(1) Dalam tahun Anggaran 1876/1977 disediakan pula hantuan

rehabilitasi untuk 16.000 {(enam belas rihu)- gedung Sekoiah '

Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah.Ibtldalyah.Swasta‘
yang ada, dengan perincian :

2. gedung Sekolah Dasar Negeri : 13.300 huah ;
b. 'gedung Sekolah Dasar Swasta : 1.00Q buah ;
- ¢. gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta : 1.700 buah

(2) Besarnya biaya satuan rehabllltaSL ditetapkan' rata-rata
Rp 750.000,~ (tujub ratus lima puluh ribu rupiah).

..BAB. . VL. .

PENYALURAN BANTUAN
Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui ;:

a. Kantor .....



‘ql ]

BRSNS

a.
bl

C.

@)

(2}

(3)

(1)

Kantor Bendahara Negara ;

Bank Rakyat IndoneSia ; -
Bank‘EksporsImpor Indone§ia, untuk Daerah Tingkat
I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih 1lan-
jut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Men-
teri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan
Program Bantuan tersebut. ) |

BAB  VII
KEWAJIBAN DAERAH DAN
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerin-
tah Daerah ialah'sebaéaimana telah disebutkan da-
lam ayat (1) Pasal 9 Lampiran Inétruksi Presiden
NomoT 6 Tahun 1975, yakni tetap tersedianya tanah
yang jumlah 1uasﬁya memadai untuk pembangunan mi-
nimum 6 (énam)'ruangan kelas, ditambah halaman
yang bebas dari segala beban penyelesaian -hukum
dan biaya untuk penggunaannya.

Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah
Daerah menambahnya. "

Pemeliharaan gedung Sekolah'Dasér yang dibangun .

adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama
masyarakat ‘setempat..

Pasal - 10 .

Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar
(Negeri dan Swasta) serta rehabilitasi Madrasah
Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam Program Bantuan



A

. ini dilakSanakan dalam janéka waktu April - Desem-
ber 1976 dan telah dapau dipergunakan dalam bulan
Januari 1977 '

(2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan
| Januari 1977 harus segera dipergunakan seintensif
mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I
- dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan da-
Tri Sekolah Dasar yang sudah ada.

(3) Pada waktu yang terluang ruangan ruangan kelas di-
manfaatkan untuk pendidikan masyarakat dlluar
sistim sekolah (pendidikan non-formil).

BAB  VIIT
LAIN -~ LAIN

Pasal 11 -

-
L]

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi

 gedung -Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta reha-

bilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam
Pedoman ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan :

a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa me-

ningkatkan7mengembangkan_pendidikan dasar dengan
penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri ;

b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantu-
an oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk mening-
katkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah
Tingkat II.. ’

Pasal 1z . .
Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksana-
an Program ﬁantuan,-penyé&iaan_guru bagi Sekolah-se-
kolah‘Dasariyaﬁg dibangun'sebagaimapa dimaksud dalam
Program Bantuan tefsebut;ipenyediéan buku pelajaran
pokok dan perpustakaan dan keserasian kelancaran

- program bantuan.dipertanggungjawabkan kepada Menteri—:

Menteri:yang bersangkutan dengén bidangnya masing-ma-

sing. Pasal 13 ..........



Pasal 13 .
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini‘akan di-~
atur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan me-
nurut bidang masing-masing dengan koordinasi  yang
sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTOQ

. . JENDERAL THI
Disalin sesuai asTinya oleh

SEKRETARIAT KABINET..R.I




